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PENDAMPINGAN AKREDITASI SD/MI 











This community service activity in the form of SD/MI accreditation assistance aims to 
strengthen and improve the competence and professionalism of lecturers as educational 
practitioners in order to improve the quality and quality of education. Accreditation is one of the 
means or tools used to assess the feasibility of a school/madrasah based on criteria that refer to 
the National Education Standards (SNP). The targets in this PPM activity are the Head of 
Madrasah, teachers and the MI NW Bagik Nyala Committee. Accreditation assistance is 
carried out through five stages, namely preliminary survey, training, mentoring, evaluation and 
reflection. A preliminary survey was conducted to identify problems, training was conducted to 
provide an overview of accreditation, assistance was carried out to develop instruments and 
physical evidence of accreditation, as well as evaluation and reflection to see the impact carried 
out through the previous stages. The benefits that participants can get from this PPM activity 
include being able to compile accreditation forms and prepare physical evidence of accreditation 
that refers to the SD/MI accreditation instrument. Most of the physical evidence that has been 
made is not archived properly due to various factors, so this causes the implementation of 
accreditation is still a burdensome job for schools. With this assistance, the mindset of madrasa 
heads, teachers and committees regarding accreditation began to change for the better. This is 
evidenced by the scores collected in accordance with the increased accreditation instruments in all 
standards. This value is reinforced by the value of the school's self-evaluation report which is 
entered through the accreditation assessment system (Sispena). 
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Abstrak : Kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa pendampingan akreditasi SD/MI ini 
bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kompetensi serta profesionalisme dosen 
sebagai praktisi pendidikan guna meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan. Akreditasi 
merupakan salah satu sarana atau perangkat yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu 
sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 
(SNP). Sasaran dalam kegiatan PPM ini adalah Kepala Madrasah, guru dan Komite MI NW 
Bagik Nyala. Pendampingan akriditasi ini dilakukan melalui lima tahapan yaitu survey 
pendahuluan, pelatihan, pendampingan, evaluasi dan refleksi. Survey pendahuluan dilakukan 
untuk mengidentifikasi masalah, pelatihan dilakukan untuk memberikan gambaran umum 
mengenai akreditasi, pendampingan dilakukan untuk menyusun instrumen dan bukti fisik 
akreditasi, serta evaluasi dan refleksi untuk melihat dampak yang dilakukan melalui tahapan 
sebelumnya. Manfaat yang dapat diperoleh peserta dari kegiatan PPM ini antara lain dapat 
menyusun borang akreditasi dan menyiapkan bukti fisik akreditasi yang mengacu pada 
instrumen akreditasi SD/MI. Kebanyakan bukti-bukti fisik yang sudah dibuat tidak diarsip 
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dengan baik disebabkan berbagai faktor, sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan akreditasi 
masih menjadi pekerjaan yang memberatkan bagi sekolah. Dengan adanya pendampingan ini 
pola pikir kepala madrasah, guru dan komite mengenai akreditasi mulai berubah ke arah yang 
lebih baik. Hal itu dibuktikan dengan nilai yang dikumpulkan sesuai dengan instrumen 
akreditasi yang meningkat di semua standar. Nilai tersebut diperkuat dengan nilai laporan 
evaluasi diri sekolah yang dimasukkan melalui sistem penilaian akreditasi (Sispena). 




A. Latar Belakang 
Dosen memiliki tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Tugas 
utama tersebut memiliki beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan 
paling banyak 16 SKS pada setiap semester. Tugas utama dosen tersebut adalah 
melakukan pendidikan dan penelitian, melakukan pengabdian kepada masyarakat, 
dan tugas penunjang tridharma perguruan tinggi. 
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara Lombok NTB, sebagai salah 
satu perguruan tinggi  melalui visi, misi, dan sasaran mutu serta kegiatannya telah 
menjabarkan sasaran peningkatan kualitas dan karir dosen dalam bidang 
pendidikan, penelitian, penguasaan teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat. 
Sebagai bukti pemenuhan terhadap pelaksanaan tugas dan beban kerja Dosen 
khususnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat,  STIT Palapa Nusantara 
Lombok NTB sebagai institusi, telah menjalin kemitraan dan kerja sama dengan 
jajaran  Sekolah/Madrasah yang tersebar di beberapa Wilayah Kecamatan antara 
lain Sakra, Sakra Timur, Sakra Barat, Keruak, dan Jerowaru dalam kegiatan 
pendampingan Akreditasi. 
Akreditasi sekolah  merupakan  kegiatan penilaian  yang dilakukan oleh 
pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan 
kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan 
non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang 
telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang  dilakukan secara 
obyektif, adil, transparan  dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan 
kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. 
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Latar belakang adanya kebijakan akreditasi sekolah di Indonesia adalah bahwa 
setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Upaya 
peningkatan mutu pendidikan khususnya pada tingkat Sekolah Dasar/Madrasah 
Ibtidaiyah merupakan salah satu kebijakan nasional yang perlu diperhatikan dan 
diupayakan oleh semua unsur yang terlibat di dalamnya. Hal ini dikarenakan melalui 
jenjang pendidikan dasar yang berkualitas bangsa Indonesia diharapkan kelak lebih 
mandiri dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntuan kehidupan 
masyarakat. Agar mutu pendidikan khususnya pendidikan dasar sesuai dengan apa 
yang seharusnya dan apa yang diharapkan oleh masyarakat, maka perlu ada standar 
yang dijadikan pagu (benchmark). Setiap sekolah/madrasah secara bertahap 
dikembangkan untuk menuju kepada pencapaian standar yang dijadikan pagu itu. 
Acuan ini bersifat nasional, baik dilihat dari aspek masukan, proses, maupun 
lulusannya. Dengan demikian, pada dasarnya pagu mutu pendidikan nasional 
merupakan acuan minimal yang harus dicapai oleh setiap satuan dan atau program 
pendidikan.  
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, 
terencana dan terukur sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB XVI Bagian Kedua Pasal 60 tentang 
Akreditasi, Pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program 
dan/atau satuan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah 
menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan 
Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005, yang memiliki tugas sebagaimana 
diatur dalam Permendikbud Nomor 59 Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa 
“BAN-S/M mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan 
sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi Sekolah/Madrasah.” Akreditasi 
adalah proses penilaian dengan indikator tertentu berbasis fakta. Asesor melakukan 
pengamatan dan penilaian sesuai realitas, tanpa ada manipulasi. Menurut Mastuhu, 
(Asmani, 2011: 184) akreditasi merupakan kebalikan arah evaluasi diri. Yang 
dimaksud dengan evaluasi diri disini adalah penilaian dari pihak luar dalam rangka 
memberikan pengakuan terhadap mutu pendidikan yang diselenggarakan. Jadi 
dengan singkat dapat dikatakan bahwa akreditasi adalah penilaian jenjang kualifikasi 
mutu sekolah swasta oleh pemerintah. Pengakuan tersebut hasil dari akreditasi 
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mempunyai konsekuensi pengakuan terhadap kedudukan sekolah swasta sebagai 
“Terdaftar” (kurang), ”Diakui” (baik), dan “Disamakan” (sangat baik). Penelitian 
yang dilakukan oleh Fertig (2008: 333) menjelaskan bahwa upaya dalam mencapai 
akreditasi sekolah perlu dilakukan dengan kerja keras secara internal dan eksternal. 
Micahel (2008: 208) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan 
sekolah dalam merencanakan pengembangan sekolah harus memperhatikan 
keuntungan kedepan, termasuk didalamnya akreditasi sekolah. Akreditasi dianggap 
sebagai penilaian sekali jadi, atau juga sebuah kegiatan yang berlangsung sementara 
saja. Pandangan semacam ini menyebabkan sekolah tidak terlalu perduli dengan visi 
akreditasi, yaitu sebagai cermin mutu pendidikan.  
Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2009: 317), mendifinisikan 
pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam 
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan 
sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut. Menurut Harahap (2011: 14), 
Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan 
oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan 
dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada 
upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi. 
 
B. Permasalahan  
Beberapa permasalahan yang mendasari pendampingan akreditasi khususnya di 
Madrasah Ibtidaiyah NW Bagik Nyala antara lain:  
1. Telah berakhirnya masa berlakunya sertifikat akreditasi madrasah yaitu pada 
tahun pelajaran 2014/2015 
2. Kepala sekolah dan guru di MI NW Bagik Nala masih belum terlalu memahami 
sistem akreditasi terbaru dari BAN S/M. 
3. Besarnya keinginan Kepala Sekolah, Guru serta komite sekolah/yayasan 
melihat peningkatan kualitas/mutu MI NW Bagik Nyala. 
C. Tujuan  
Kegiatan pendampingan ini sendiri bertujuan untuk : 
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1. Memperkuat dan meningkatkan Kompetensi Dosen dalam kegiatan 
pengabdian masyarakat. 
2. Meningkatkan kesempatan bagi Dosen untuk berkolaborasi dengan stake holder 
pendidikan. 
3. Memberi kesempatan kepada Dosen dalam meningkatkan profesionalisme 
sebagai praktisi pendidikan. 
4. Meningkatkan kualitas/mutu madrasah mitra melalui meningkatnya nilai 
akreditasi. 
D. Signifikansi 
1. Peningkatkan Kompetensi Dosen dalam kegiatan pengabdian masyarakat. 
2. Peningkatkan keunggulan pengabdian kepada masyakat yang terkait dengan 
penerapan kebijakan pendidikan. 
3. Peningkatan bagi Dosen untuk berkolaborasi dengn stake holder pendidikan. 
4. Peningkatkan profesionalisme Dosen sebagai praktisi pendidikan. 
5. Akreditasi pada MI NW Bagik Nyala dalam rangka peningkatan profil 




A. Gambaran Umum Lokasi Pendampingan 
Madrasah Ibtidaiyah NW Bagik Nyala merupakan salah satu lembaga 
formal yang didirikan oleh tokoh agama dan masyarakat Bagik Nyala pada tanggal 
1 April 1992. Hal ini dilakukan untuk menopang lembaga yang telah ada 
sebelumnya yaitu Madrasah Tsanawiyah NW Bagik Nyala yang berdiri tanggal 1 
Juli 1988. Atas prakarsa dari tokoh agama di Bagik Nyala antara lain TGH. 
Tajuddin Ahmad (Alm), Ustdz H. Nuruddin Ahmad, BA (Alm), dan H. Muh. 
Marjan Nur, SH., MH, pada tanggal 22 Juli 1998 kedua lembaga itu menjadi cikal 
bakal berdirinya Yayasan Pondok Pesantren Darun Najihin Bagik Nyala. Yayasan 
ini bergerak di bidang pendidikan, sosial dan dakwah.  
Ahmad Izzuddin 
 ALKHIDMAD : Jurnal Pengabdian Masyarakatl 6 
Setelah berdirinya MTs. NW Bagik Nyala dan MI NW Bagik Nyala 
program-program pendidikan mulai digulirkan. Ada dua program utama yang 
menjadi fokus Yayasan Pontren Darun Najihin diawal berdirinya yaitu Pendidikan 
yang diampu oleh H. Nuruddin Ahmad, BA (Alm) dan pendirian Kajian Dakwah 
Islamiyah (Kitab-kitab salafiyah), dibawah binaan TGH. Tajuddin Ahmad (Alm).  
Kepengurusan yang semakin solid dan tuntutan dakwah yang semakin 
berkembang, mendorong pengurus Yayasan merancang program pendidikan 
formal. Dimulai dengan mengadakan seminar nasional yang bertema pendidikan, 
pengajian akbar sekaligus sosialisasi dan penggalangan dukungan masyarakat 
sebanyak dua kali serta dukungan dari segenap tokoh masyarakat Bagik Nyala dan 
pemerintah, maka pada tanggal 18 Juni 1999 berdirilah SMA DANA Boarding 
School Plus. Plus yang dimaksudkan adalah Program wajib Kajian Kitab Salafiyah 
bagi seluruh siswa. 
Pada tahun pelajaran 2017/ 2018, Yayasan Darun Najihin Bagik Nyala telah 
membentuk lima pendidikan formal dengan jumlah peserta didik mencapai 430 
orang dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 79 orang. Rinciannya 6 Orang 
Guru RA/TK DANA NW Bagik Nyala, 15 Guru madrasah Ibtidaiyah NW Bagik 
Nyala, 29 Orang guru Madrasah Tsanawiyah NW Bagik Nyala, 29 orang Guru 
SMA DANA NW Bagik Nyala. Adapun 34 dari 79 guru dilingkungan Yayasan 
Darun Najihin Bagik Nyala sudah lulus sertifikasi pendidik. Sebaran guru 
tersertifikasi pendidik itu adalah 9 orang di Madrasah Ibtidaiyah NW Bagik Nyala, 
15 orang di Madrasah Tsanawiyah NW Bagik Nyala dan 7 di Sekolah Menengah 
Atas Darun Najihin NW Bagik Nyala dan 3 orang dilembaga Taman kanak-kanak 
Darun Najihin NW Bagik Nyala. Khusus untuk MI NW Bagik Nyala telah 
melakukan akreditasi sebanyak 4 kali yaitu tahun 1996 dengan status terdaftar, 
2002 dengan status diakui, 2006 dengan status terakreditasi B dan terakhir pada 















          Gambar 1.  MI NW Bagik Nyala sebagai Lokasi Pendampingan 
B. Kondisi saat ini Masyarakat Dampingan  
Khusus madrasah Ibtidaiyah NW Bagik Nyala, jumlah siswa yang 
tercatat pada tahun pelajaran 2017/2018 sebanyak 137 orang dengan tenaga 
pendidik sebanyak 15 orang. Sembilan diantara tenaga pendidik tersebut sudah 
lulus sertifikasi pendidik. Ruang kelas yang cukup memadai serta kondisi 
madrasah yang cukup baik menggambarkan kondisi madrasah yang siap untuk 
diakreditasi.  
C. Kondisi yang Diharapkan 
Adapun kondisi yang diharapkan dari kegiatan pendampingan ini 
adalah Kepala Madrasah dan guru memahami sistem akreditasi yang baru dari 
BAN S/M. Dengan pemahaman yang ada tersebut, sekolah dapat 
mempersiapkan akreditasi madrasah dengan lebih baik. 
D. Strategi Pelaksanaan  
Masa akreditasi madrasah yang telah berakhir pada tahun pelajaran 
2014/2015 membuat status sekolah terancam berstatus tidak terakreditasi . 
akibatnya, mutu dan pelayanan pada madrasah tersebut cenderung berkurang 
dengan penurunan status tersebut. Untuk membantu pemahaman bagi kepala 
madrasah dan guru maka, perlu pendampingan bagi kepala madrasah dan guru 
dalam memahami sistem akreditasi yang diterapkan BAN S/M mulai tahun 
2016.  
Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan Pengabdian adalah sebagai 
berikut:   
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1. Persiapan kegiatan pengabdian diawali dengan tahapan observasi dan 
persiapan.  
2. Memberikan pendampingan terkait dengan sistem akreditasi terbaru  
3. Memberikan pendampingan pengisian Sistem Penilaian Akreditasi 
(SISPENA)  

















Gambar 2  Skema Kegiatan Pengabdian 
 
E. Kajian Teori 
1. Akreditasi Sekolah 
a. Pengertian Akreditasi Sekolah  
Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003, 
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan 
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Kamus besar bahasa 
Observasi dan wawancara 
Identifikasi Masalah 
 Masa akreditasi sudah 
berakhir 




Madrasah dan guru 
Sasaran Pengabdian 
Kepala Madrasah dan Guru 
MI NW Bagik Nyala 
Target 
 Peningkatan pemahaman 
kepala madrasah dan 
guru dengan sistem 
akreditasi terbaru 
 Sekolah berstatus 
akreditasi dengan nilai 
yang amat baik  
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Indonesia sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar 
serta tempat menerima dan memberi pelajaran. 
Kesimpulannya akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh 
pemerintah dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun 
nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang 
telah ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara 
obyektif, adil, transparan, dan konprehensif dengan menggunakan instrumen 
dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan  
b. Dasar Hukum Akreditasi Sekolah 
Dasar hukum akreditasi sekolah utama adalah :  
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 
Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; junto Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 
Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan 
Pendidikan; 
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 
Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 
Guru; 
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7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 
Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan Dasar 
dan Menengah;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/madrasah 
Pendidikan Umum;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Khusus, Tuna Netra, 
Tuna Rungu, Tuna Grahita, Tuna Daksa, dan Tuna Laras;  
10. PPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah; 
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2008 Tentang Standar Perpustakaan Sekolah/Madrasah; 
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 
Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah Madrasah;  
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang 
Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/ 
Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 
Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah 
(SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar 
biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SDLB), Sekolah 
Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);  
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Badan Akreditasi Nasional;  
15. P Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Kerja Sama;  
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Sekolah Dasar/ Madrasah 
Ibtidaiyah;  
Ahmad Izzuddin 
Volume 2, Nomor 1, Juni 2018 11 
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; 
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada 
Pendidikan Dasar dan Menengah;  
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai 
Ekstrakurikuler Wajib; 
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 
Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah; 
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah;  
35.  Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar 
oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.  
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 002/H/AK/2017 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi 
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI);  
c. Tujuan Akreditasi Sekolah 
Berdasarkan Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 
087/U/2002, akreditasi sekolah mempunyai tujuan, yaitu: (1) memperolah 
gambaran kinerja sekolah sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan 
peningkatan mutu; (2) menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam 
penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Tujuan akreditasi tersebut berarti 
bahwa hasil akreditasi itu: 
Memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai 
alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, 
efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya.Memberikan jaminan kepada 
publik bahwa sekolah tersebut telah diakreditasi dan menyediakan layanan 
pendidikan yang memenuhi standar akreditasi nasional.Memberikan layanan 
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kepada publik bahwa siswa mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai 
dengan persyaratan standar nasional 
d. Fungsi Akreditasi Sekolah 
1. Pengetahuan : Informasi bagi semua pihak tentang kelayakan 
Sekolah/madrasah dlihat dari beberapa unsur terkait yang mengacu pada 
standar minimal beserta indikator-indikatornya.  
2. Akuntabilitas : Salah satu bentuk pertanggungjawaban Sekolah/Madrasah 
sebagai lembaga pelayanan publik 
3. Pembina dan Pengembangan : Dasar bagi pemerintah, penyelenggara 
pendidikan, S/M, dan masyarakat dalam upaya pembinaan, peningkatan 
dan pengembangan mutu S/M. 
e. Prinsip-Prinsip Akreditasi Sekolah 
Adapun keenam prinsip tersebut akan kami jelaskan sebagai berikut: 
1. Objektif 
Akreditasi sekolah/madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan 
penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan 
oleh suatu sekolah/madrasah. 
Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan 
kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh 
informasi tentang keberadaannya. Agar hasil penilaian itu dapat 
menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan 
kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya digunakan indikator-
indikator sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan. 
2. Komprehensif 
Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, penilaian tidak 
hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai 
aspek pendidikan yang bersifat menyeluruh, meliputi seluruh komponen 
dalam standar nasional pendidikan. Dengan demikian, hasil yang diperoleh 
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3. Adil 
Dalam melaksanakan akreditasi, semua sekolah/madrasah harus 
diperlakukan sama, tidak membedakan sekolah/ madrasah atas dasar 
kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status 
sekolah/madrasah baik negeri ataupun swasta. Sekolah/madrasah dilayani 
sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja yang sama, secara adil dan 
tidak diskriminatif. 
4. Transparan 
      Data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan akreditasi 
sekolah/madrasah seperti kriteria, mekanisme, jadwal, sistem penilaian, 
dan hasil akreditasi, disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh 
siapa saja yang memerlukannya.  
5. Akuntabel 
Kegiatan akreditasi sekolah/madrasah harus dapat diper 
tanggungjawabkan baik dari sisi proses maupun Hasil penilaian atau 
keputusannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. 
6. Profesional 
Akreditasi sekolah/madrasah dilakukan oleh orang-orang yang 
memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Dengan demikian 
persiapan, pelaksanaan, dan Hasil akreditasi dilaksanakan sesuai pedoman 
yang telah ditetapkan 
2. Evaluasi Diri 
a) P engertian Evaluasi Diri 
Upaya sistematis untuk mengumpulkan, memilih dan memperoleh data 
dan informasi yang valid dari fakta yang dilakukan oleh sekolah yang 
bersangkutan, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang keadaan 
sekolah untuk dipergunakan dalam rangka pengambilan tindakan manajemen 
bagi pengembangan sekolah. 
b) Tujuan Evaluasi Diri 
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Tujuan evaluasi diri untuk mendapatkan informasi yang objektif, 
transparan, dan akuntabel dari sekolah yang diakreditasi. 
c) Fungsi Evaluasi Diri 
Fungsi evaluasi diri adalah sebagai penilaian pertama untuk menentukan 
kelayakan sekolah dibandingkan dengan standar kelayakan nasional 
d) Manfaat Evaluasi Diri 
Manfaat evaluasi diri adalah : (a) membatu sekolah dalam perencanaan dan 
pengembangan lebih lanjut; (b) membantu pemerintah dalam tugas 
pemberdayaan sekolah; dan (c) sebagai bagian penting dari sistem 
akreditasi.Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menentukan tingkat kelayakan 
sekolah dibandingkan standar kelayakan nasional yang dijadikan pagu. Dengan 
mengetahui kelayakan sekolah, selanjutnya kepada sekolah yang belum mencapai 
tingkatan minimal dari pagu mutu, dilakukan pembinaan secara terus menerus 
sehingga mencapai pagu itu. 
e) Pelaksanakan Evaluasi Diri Sekolah 
Kegiatan evaluasi diri tidak boleh dilakukan secara sembarangan namun 
harus berdasarkan kondisi nyata sekolah. Oleh karena itu, agar diperoleh data 
evaluasi diri yang akurat dan objektif, maka kepala sekolah perlu melakukan 
koordinasi untuk melakukan pengisian instrumen evaluasi diri. Sebaiknya di 
sekolah di bentuk Tim Evaluasi Diri yang bertugas untuk mendata dan 
menyiapkan berbagai bukti fisik yang diperlukan guna mendukung pengisian 
instrumen evaluasi diri.Pengisian instrumen evaluasi diri dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan waktu, namun tidak melewati batas waktu yang telah 
ditentukan. Setelah pengisian instrumen evaluasi diri, sekolah harus 
menyerahkan kembali instrumen tersebut dengan melampirkan dokumen 
pendukung yang diperlukan. Di samping itu, sekolah harus mengisi Surat 
Pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Apabila skor 
evaluasi diri kurang dari 56, maka BAN-S/M tidak akan melakukan visitasi dan 
dokumen evaluasi diri akan dikembalikan pada sekolah yang bersangkutan untuk 
diperbaiki hingga mencapai minimal skor 56. 
Ahmad Izzuddin 
Volume 2, Nomor 1, Juni 2018 15 
f) Rancangan Instrumen Evaluasi Diri 
Instrumen Evalusasi Diri untuk setiap jenjang dan jenis sekolah terdiri dari 
:dua bagian utama, yaitu : Bagian pertama tentang butir-butir soal untuk 
mengungkap sembilan komponen sekolah, baik komponen utama maupun 
komponen tambahan yang akan diperhitungkan untuk menentukan skor hasil 
akreditasi. Terdiri dari 185 butir pernyataan, bersifat dikotomis ( Ya=1) dan 
(Tidak=0), setiap komponen memiliki bobot yang berbeda, skor butir untuk 
pernyataan terbuka jika tidak diisi diberi skor 0 dan jika diisi diberi skor 1, dan 
setiap butir memiliki skor maksimal = 1. Setiap komponen disertai dengan data 
tentang analisis kelemahan dan kekuatan masing-masing komponen 
Bagian kedua berupa isian data penunjang tentang keadaan sekolah. Data 
ini hanya merupakan penunjang atas data yang tercantum pada Bagian Pertama 
dan tidak akan diolah menjadian skor akreditasi  
 
PELAKSANAAN PENGABDIAN 
A. Gambaran Kegiatan 
Program pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari 5 tahap yakni; survey 
pendahuluan, pelatihan, pendampingan (implementasi pelatihan), evaluasi dan refleksi. 
Paparan masing-masing pelaksanaan kegiatan akan diuraikan sebagai berikut.  
1. Survey Pendahuluan   
Survey pendahuluan dilakukan melalui FGD (Focus Group Discussion) dan studi 
dokumentasi hasil penilaian akreditasi di MI NW Bagik Nyala sebagai sekolah mitra 
yang menghasilkan temuan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya 
dilakukan wawancara mendalam (indept interview) dengan sekolah mitra sehingga dapat 
disepakati permasalahan prioritas yang diselesaikan dengan program Pendampingan 
ini.  
2. Pelatihan  
Pelatihan diberikan kepala sekolah dan guru MI NW Bagik Nyala. Adapun 
lingkup materi pelatihan meliputi; 1) Peran akreditasi dalam penjaminan mutu 
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pendidikan, 2) Mekanisme akreditasi sekolah/Menengah, 3) Perangkat akreditasi 
SD/MI, 4) Penjelasan pengisian borang akreditasi SD/ MI, 5) Pedoman penilaian 
instrumen akreditasi SD/ MI, 6) Pedoman dan fokus kajian asesmen lapangan, 7) 
Praktik penyusunan Borang akreditasi SD/ MI. Materi Ini disampaikan oleh dua 
pengawas kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, sementara itu pendamping 
menunjukkan dan menjelaskan cara pengisian sistem penilaian akreditasi (Sispena) On 
line. 
 
       Gambar 3  Suasana Pelatihan oleh Pengawas Kementerian Agama Kab. Lotim 
3. Pendampingan  
Setelah pelatihan dilaksanakan, masing-masing sekolah mitra akan 
mendapatkan pendampingan dalam penyusunan borang akreditasi sekolah. Tujuan 
dari pendampingan ini adalah untuk mendampingi sekolah mitra dalam penyusunan 
borang akreditasi dan juga menjadi fasilitator dalam menyiapkan bukti fisik borang 
akreditasi yang mengacu pada instrumen akreditasi SD/ MI sehingga sekolah mitra 
dapat menyiapkan segala bentuk dokumen sesuai instrumen penilaian akreditasi. 
Pendampingan dilaksanakan lebih difokuskan pada diskusi dan sharing informasi terkait 
penyiapan bukti fisik yang biasanya menjadi bahan penilaian akreditasi SD/ MI yang 
terdiri dari 119 butir instrumen yakni; standar isi (instrumen 1 – 10), standar proses 
(instrumen 11 – 31), standar kompetensi lulusan (instrumen 32 – 38), standar pendidik 
dan tenaga kependidikan (instrumen 39 - 54), standar sarana dan prasarana (instrumen 
55 - 75), standar pengelolaan (instrumen 76 - 90), standar pembiayaan (instrumen 91 - 









Gambar 4  Pendampingan oleh Pendamping & Pengawas Kemenag Kab. Lotim 
4. Evaluasi  
Setelah proses pendampingan selesai, maka dilakukan evaluasi untuk melihat 
dampaknya terhadap kualitas borang akreditasi yang dihasilkan. Evaluasi ini dilakukan 
dengan melakukan penilaian akreditasi yang serupa dengan penilaian akreditasi sekolah 
yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Sekolah/ madrasah.  
5. Refleksi  
Pada tahap ini, dilaksanakan refleksi terkait pelaksanaan program pengabdian 
kepada masyarakat yang telah dilaksanakan melalui forum diskusi. Adanya forum ini 
diharapkan dapat terjadi saling tukar pengalaman antar sekolah mitra dengan tim 
pelaksana program pengabdian serta pengawas. Hasil kegiatan refleksi ini diharapkan 
berupa pengalaman bagi sekolah mitra dalam mempersiapkan segala bentuk dokumen 
akreditasi sekolah 
 
B. Dinamika Keilmuan  
Akreditasi adalah sarana atau perangkat yang digunakan untuk menilai 
kelayakakan suatu sekolah/madrasah berdasarkan kriteria minimal yang mengacu pada 
Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk 
pengakuan peringkat kelayakan .Sedangkan Standar Nasional Pendidikan adalah 
kriteria minimal tentang pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Pemenuhan standar didasarkan pada hasil pemetaan di suatu 
pendidikan. Pemenuhan standar dilakukan pada kodisi standar atau salah satu atau 
beberapa indikator pada standar yang belum sesuai dengan Standar Nasional 
Pendidikan (SNP). Oleh karenanya, diperlukan alat yang digunakan untuk memenuhi 
Standar Nasional Pendidikan, maka alat yang tepat adalah “AKREDITASI” . 
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Akreditasi merupakan alat yang tepat sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan 
Karena instrument akreditasi adalah instrumen 8 Standar Nasional Pendidikan . 
           Akreditasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan layanan 
pendidikan di sekolah.Sekolah secara bertahap diharapkan dapat berkembang menuju 
kepada pencapaian mutu delapan standar nasional pendidikan, atau melampauinya. 
Sekolah/Madrasah perlu mencermati dan melakukan analisa terhadap hasil akreditasi 
dan saran-sarannya. Hasil akreditasi  A (Amat Baik), B (Baik), C (Cukup), atau D. 
Perlu dicermati komponen-komponen yang belum optimal hasilnya, sekolah perlu 
mengkaji apa penyebabnya dan bagaimana staretegi untuk mengoptimalkannya, 
kemudian dikembangkan menjadi salah satu program pada RKAS berikutnya. 
Indikator yang harus dicapai oleh satuan pendidikan dalam upaya pemenuhan SNP. 
Dielaborasikan dari setiap SNP (setiap SNP dijabarkan ke dalam beberapa indikator) 
SNP dapat dikatakan tercapai/terpenuhi bila semua indikator terkait sudah 
dicapai.Informasi yang perlu dipahamai oleh satuan pendidikan tentang pentingnya 
melaksankan langkah-langkah pemenuhan dalam upaya mencapai indikator terkait 
.Dengan memahami alasan ini,satuan pendidikan dapat lebih termotivasi untuk 
melaksanakn berbagai program peningkatan mutu sesuai dengan langkah-langkah 
pemenuhan SNP.Upaya yang perlu dilaksankan oleh satuan pendidikan dalam 
mencapai indikator terkait .Rangkaian kegiata yang secara keseluruhan merupakan 
prasyarat pemenuhan SNP ,tanpa melaksanakan langkah-langkah pemenuhan seperti 
yang tercantum dalam pedoman ini,sangat sulit bagi satuan pendidikan untuk dapat 
dikatakan sudah mencapai standar. 
             Pihak-pihak minimal yang harus terlibat dalam upaya melaksanakan langkah-
langkah pemenuhan yaitu semua personalia  diapastikan terlbat dan mereka juga harus 
memahami dan menguasai kegiatan – kegiatan yang tercantum dalam langkahh 
pemenuhan tersebut ,disamping itu untuk pemenuhan SNP perlu dilakukan pemetaan 
terhadap (alokasi) waktu kapan dan berapa lama yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
langkah- langkah pemenuhan dalam mencapai semua indikator dari setiap SNP. 
             Produk yang harus tersedia di satuan pendidikan yang dapat menunjukkan 
bahwa indikator terkait sudah tercapai,dapat berupa dokumen,rencana kerja,atau 
laporan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan,kumpulan hasil akan merupakan 
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bukti fisik yang dapat menguatka hasil penilaian bahwa SNP sudah tercapai.Yang 
harus dipenuhi oleh satuan pendidikan adalah tuntutan Standar Nasional Pendidikan 
(SNP),yang meliputi: 
1. Standar isi, adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan 
dalam KTSP, kriteria tentang komptensi tamatan,kompetensi bahan 
kajian,kompetensi mata pelajaran,dan silabus pemebelajaran yang harus dipenuhi 
oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 
2. Standar proses, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 
pelaksanaanpembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar 
kompetensi lulusan. 
3. Standar Kompetensi,lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang 
mencakup sikap,pengetahuan,dan ketrampilan. 
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan,adalah kriteria pendidikan prajabatan 
dan kelayakan fisik maupun mental ,serta pendidikan dalam jabatan. 
5. Standar sarana dan prasarana,adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 
dengan kriteria minimal tentang ruang belajar,tempat berolahraga,tempat 
beribadah,perpustakaan,laboratorium,bengkel kerja,tempat bermain,tempat 
berkreasi dan berekreasi ,serta sumber belajar lain,yang diperlukan untuk 
menunjang proses pembelajaran,termasuk penggunaan tekhnologi informasi dan 
komunikasi. 
6. Standar pengelolaan,adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 
perencanaan,pelaksanaan,dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat 
satuan pendidikan,kabupaten/kota,provinsi,atau nasional agar tercapai efisiensi 
dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 
7. Standa pembiayaan,adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya 
operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun,dan 
8. Standar penilaian pendidikan,adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 
dengan mekanisme,prosedur,dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik 
C. Teori yang dihasilkan dari Pendampingan   
Berbagai faktor pendukung pelaksanaan pendampingan diantaranya adalah 
jumlah guru yang cukup banyak, semangat kerja guru tinggi, sarana dan pra sarana 
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yang mencukupi, komite sekolah yang mendukung. Dukungan tersebut diberikan oleh 
kepala sekolah, guru, engawas madrasah dari Kementerian Agama Kabupaten 
Lombok Timur. Dukungan terhadap pengawas dalam melakukan pendampingan 
disebabkan oleh fungsi pengawas yang spesifik yaitu menuntun kerja administrasi 
pendidikan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Savas dan Izzet (2013), yang 
menyimpulkan bahwa diantara pemegang keputusan sekolah, pengawas mempunyai 
tugas. Tugas yang spesifik akan menuntun kerja pengawas dan administrasi 
pendidikan.  
Hasil pendampingan pengawas dalam pelaksanaanakreditasi yang bersifat moril 
berupa peningkatan semangat kerjasama guru, peningkatan dan semangat kerja, hasil 
yang bersifat fisik adalah tertatanya lingkungan sekolah dan sarana prasarana sekolah, 
hasil yang bersifat administratif berupa tertatanya administrasi sekolah, dan hasil yang 
bersifat sementara karena belum proses visitasi. Hasil pendampingan tersebut 
berdasarkan nilai di Sispena adalah A (Amat Baik). Hasil pendampingan tersebut tidak 
lepas dari kesungguhan pengawas dalam melaksanakan fungsinya seperti yang 
dikemukakan oleh Sagala (2009: 206) fungsi pengawas diantaranya adalah membantu 
mengembangkan dan memperbaiki kinerja guru, baik secara individual maupun secara 
bersama-sama, membantu guru secara individual untuk meningkatkan kemampuan 
mengatasi berbagai permasalahan mengajar, dan membantu guru agar merasa 
bergairah dalam melaksanakan pekerjaannya dengan penuh rasa aman. 
 
DISKUSI KEILMUAN 
A. Diskusi Data  
Berdasarkan hasil akreditasi sebelumnya yaitu pada tahun 2010, capaian 
keterlaksanaan Standar Nasional Pendidikan di lingkup satuan Pendidikan MI 
NW Bagik Nyala adalah : 
Tabel 1. Hasil Akreditasi 2010 
No Komponen Akreditasi Nilai 
1 Standar Isi  70 
2 Standar Proses  68 
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3 Standar Kompetensi Lulusan  58 
4 Standar Pendidik dan Tanaga Kependidikan  84 
5 Standar Sarana dan Prasarana  74 
6 Standar Pengelolaan 79 
7 Standar Pembiayaan 87 
8 Standar Penilaian 82 
Nilai Akhir 75 (Baik) 
 
Apabila dilihat data hasil akreditasi sebelumya aitu tahun 2010, maka dapat 
dikatakan bahwa MI NW Bagik Nyala merupakan salah satu sekolah dengan nilai 
akreditasi yang baik di wilayah kecamatan sakra barat. Akan tetapi, karena proses 
akreditasi yang sudah berlangsung cukup lama yaitu delapan tahun lalu, maka nilai 
hasil yang diharapkan bisa lebih baik lagi. 
Hal itu yang menunjukkan bahwa komitmen madrasah untuk terus 
malakukan peningkatan mutu dan pelayanan melebihi standar nasional 
pendidikan. Saat pelatihan dan pendampingan diberikan beberapa materi antara 
lain :  
1. Materi peran akreditasi dalam penjaminan mutu pendidikan, pemaparan 
materi ini dapat memberi pemahaman guru-guru dan kepala sekolah pada 
sekolah mitra terkait dasar hukum, tujuan, fungsi, dan manfaat akreditasi 
sekolah/ madrasah khususnya akreditasi Sekolah Dasar. Adanya 
pemahaman yang baik dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya 
akreditasi sekolah.  
2. Materi mekanisme akreditasi Sekolah/Menengah; pemaparan materi ini 
dapat memberi pemahaman guru-guru dan kepala sekolah pada Sekolah 
mitra terkait tingkat dan kewenangan badan akreditasi sekolah/ madrasah, 
unsur-unsur dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/ madrasah, mekanisme 
akreditasi sekolah/ madrasah khususnya Sekolah Dasar baik secara manual 
(offline) maupun online.  
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3. Materi perangkat akreditasi SD/ MI; pemaparan materi ini dapat memberi 
pemahaman guru-guru dan kepala sekolah pada Sekolah mitra terkait 
perangkat akreditasi akreditasi SD/ MI yang digunakan dalam proses 
akreditasi SD/ MI berdasarkan pada peraturan menteri pendidikan dan 
kebudayaan nomor 002/H/AK/2017 tentang kriteria dan perangkat 
akreditasi SD/ MI.  
4. Materi terkait penjelasan pengisian borang akreditasi SD/ MI; pemaparan 
materi ini dapat memberi pemahaman guru-guru dan kepala sekolah pada 
Sekolah mitra terkait pengisian borang akreditasi yang difokuskan pada 
pengisian instrumen beserta penjelasan tentang bukti fisik yang biasanya 
menjadi bahan penilaian yakni; standar isi yakni butir instrumen 1 – 10, 
standar proses yakni butir instrumen 11 – 31, standar kompetensi lulusan 
yakni butir instrumen 32 – 38, standar pendidik dan tenaga kependidikan 
yakni butir instrumen 39 – 54, standar sarana dan prasarana yakni butir 
instrumen 55 – 75, standar pengelolaan yakni butir instrumen 76 – 90, 
standar pembiayaan yakni butir instrumen 91 – 106 dan standar penilaian 
yakni butir instrumen 107 – 119 (BAN SM, 2017).  
5. Materi pedoman penilaian instrumen akreditasi SD/ MI; pemaparan dan 
diskusi materi ini memberikan pemahaman guru-guru dan kepala sekolah 
pada kedua mitra terkait penskoran instrumen akreditasi (bobot komponen 
instrumen akreditasi, bobot butir instrumen akreditasi, skor butir instrumen 
akreditasi, perhitungan jumlah skor tertimbang maksimum, perhitungan 
nilai akhir akreditasi, penentuan nilai komponen akreditasi skala ratusan), 
kriteria status akreditasi dan pemeringkatan hasil akreditasi (kriteria status 
akreditasi, pemeringkatan hasil akreditasi). Adanya pemaparan materi ini 
dapat memberi pemahaman sekaligus bahan evaluasi diri akan kekuatan dan 
kelemahan sekolah mitra sehingga sekolah mitra dapat lebih siap dalam 
menghadapai akreditasi sekolah.  
6. Materi pedoman dan fokus kajian asesmen lapangan; pemaparan materi ini 
memberikan gambaran tentang asesmen lapangan yang dilakukan oleh 
asesor sehingga sekolah mitra dapat lebih jelas dalam memberikan informasi 
data sekolah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.  
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7. Praktik penyusunan Borang akreditasi SD/ MI; untuk praktek didampingi 
oleh fasilitator/pengawas dan pendamping 
Untuk memperoleh gambaran hasil kegiatan pendampingan, digunakan 
instrument pengumpul data yang berisikan butir-butir untuk menjaring 
keterlaksanaan SNP dari masing-masing Standar Nasional Pendidikan dilengkapi 
dengan  berkas data pendukung dari setiap  SNP. Capaian hasil  kegiatan 
pendampingan adalah sebagai berikut.   
Tabel 2. Hasil Akreditas 2018 sesuai Data Instrumen dan  Sispena 
No Komponen Akreditasi Nilai 
1 Standar Isi  90 
2 Standar Proses  90 
3 Standar Kompetensi Lulusan  88 
4 Standar Pendidik dan Tanaga Kependidikan  90 
5 Standar Sarana dan Prasarana  80 
6 Standar Pengelolaan 96 
7 Standar Pembiayaan 96 
8 Standar Penilaian 96 
Nilai Akhir 91 (Amat Baik) 
 
Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari instrument pengumpul data 
disertai data pendukung kemudian hasil pendampingan ini dimasukkan ke dalam 
sistem penilaian akreditasi (Sispena) online,  hasil  pendampingan dapat dipaparkan 
sebagai berikut : 
1. Nilai dalam profil awal Satandar Isi adalah  70, sedangkan  nilai yang 
diperoleh setelah pendampingan adalah 90.  Terjadi peningkatan sebesar  20 
nilai. Dengan demikian terjadi peningkatan capaian setelah pendampingan 
sebesar  28 %. Ada Peningkatan 
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2. Nilai dalam profil awal Standar Proses adalah  68, sedangkan  nilai yang 
diperoleh setelah pendampingan adalah 90. Terjadi peningkatan capaian 
setelah pendampingan sebesar  32%. Ada Peningkatan 
3. Nilai dalam profil awal SKL adalah  58, sedangkan  nilai yang diperoleh 
setelah pendampingan adalah 88. Terjadi peningkatan capaian setelah 
pendampingan sebesar  52 %. Ada Peningkatan 
4. Nilai dalam profil awal SPTK adalah  84, sedangkan  nilai yang diperoleh 
setelah pendampingan adalah 90.  Terjadi peningkatan sebesar  10 nilai. 
Dengan demikian terjadi peningkatan capaian setelah pendampingan sebesar  
7 %. Ada Peningkatan  
5. Nilai dalam profil awal Satandar Sarpras adalah  74, sedangkan  nilai yang 
diperoleh setelah pendampingan adalah 80. Terjadi peningkatan sebesar  14 
nilai. Dengan demikian terjadi peningkatan capaian setelah pendampingan 
sebesar  8 %. Ada Peningkatan 
6. Nilai dalam profil awal Standar Pengelolaan adalah  79, sedangkan  nilai yang 
diperoleh setelah pendampingan adalah 96. Terjadi peningkatan sebesar  7 
nilai. Dengan demikian terjadi peningkatan capaian setelah pendampingan 
sebesar  22 %.  
7. Nilai dalam profil awal Standar Pembiayaan  adalah  87, sedangkan  nilai yang 
diperoleh setelah pendampingan adalah 96. Terjadi peningkatan sebesar  9 
nilai. Dengan demikian terjadi peningkatan capaian setelah pendampingan 
sebesar  10 %. Ada Peningkatan  
8. Nilai dalam profil awal Standar Penilaian adalah  82, sedangkan  nilai yang 
diperoleh setelah pendampingan adalah 96. Terjadi peningkatan sebesar  14 
nilai. Dengan demikian terjadi peningkatan capaian setelah pendampingan 
sebesar  17 %. Ada Peningkatan 
B. Follow Up 
Tindak lanjut dari pendampingan yang sudah dilakukan adalah sekolah 
mempertahankan nilai yang tertera pada instrumen data pendampingan yang 
dipekuat dengan nilai sistem penilaian akreditasi (SISPENA) online, dengan cara 
memperbaiki beberapa item kekurangan bukti fisik. Sehingga pada saat proses 
visitasi berkas oleh assesor nantinya, nilai yang tertera di Sispena itu akan menjadi 
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nilai yang tertera di sertifikat akreditasi sekolah. Selain itu diharapkan kepada 
semua yang terlibat dalam kegiatan pendampingan ini untuk selalu menjaga 
kekompakan dalam tim kerja maupun semangat kerjanya. 
Adanya pendampingan ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar semua 
kalangan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, sehingga awal baik 
yang ditanamkan di jenjang sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah ini akan terus 
berkelanjutan pada satuan/program pendidikan yang lebih tinggi. 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian laporan secara menyeluruh, dapat ditarik kesimpulan, 
diantaranya : 
1.  Dosen sebagai pendamping dapat berkolaborasi dengan stakeholder pendidikan 
seperti Kepala Madrasah, guru pengawas pendidikan madrasah dan Ketua 
Yayasan sebagai komite madrasah dalam meningkatkan profesionalisme sebagai 
praktisi pendidikan. 
2. Meningkatnya nilai akreditasi madrasah melalui instrumen pendampingan yang 
diperkuat dengan hasil aplikasi Sispena online, walaupun masih belum divisitasi 
oleh asesor. 
3. Kekompakan dari semua yang terlibat dalam kegiatan pendampingan ini 
khususnya para dewan guru yang terlibat langsung, menunjukkan semangat dan 
tekad yang kuat dari semua praktisi pendidikan untuk memajukan dn 
meningkatkan kualitas pendidikan. 
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